PECRATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : Ncmor 4 Tahun 2011

TENTANG

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Viengingau

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2

WALIKOTA CIMAHI,

bahwa untuk nelaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan
(2) Undang-Uncang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 avat (3)
Perawran Mhenteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Fedoman Pengelolaan Pelayanan Informasl dan
Dokumeniasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintaliean Daereh diatur dalam Peraturan Walikota:;
bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf & periu menetapkan Peraturan Waliketa Cirnahi tentang
Tata Kerja Fejabat Pangelola Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Cimshi (Lenbaran Negara Republik Indones'a Tahun
2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4116);

Undang-Undany Neomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tembahan Lembaran Negara
Republik Indoresia Nomor 4437) sebagsimana telah
beberapa kiali diubah lerakhir dungan Undang-Undang
Nomor 12 Tzhun 2008 tentang Perubahan Kadua Atas
Undeng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Duerah (Lembaran Negara Republik ldunesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemberan MNagara
Rupublik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keisrbukaan
informasi Publik (Lembaran wegara Renublih Indonesa
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran HNegare
Renublik lhdonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerincah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisas: Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007/ Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Reouoik Indonssia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 61 Tahun
2010 tentang Palaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun

008 Keterbukaan Informasi Publik:




Menelapkan

10.

11.

12.

Peratuian Menteri Dalam Negeri Nomer 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelmiaan Pelayanan Informesi dan
Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Nsgeri dan
Pamerintahan Daerah;
Peraturan Daersh Kota Cirnahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerch Kota Cimah' (Lembasan
Da=rah Kota C'mahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
Peraturan Daerah Kota Gimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Sekretariat Daerah dan Sekietariat DPRRD Kota Cimanhi
(Lembaran Daerah Ko'a Cimahi Tahun 2008 Moinar 88 Seri
D} sebaga.mana telah divbah dengan Peraturan Daerah Kota
Cimahi Nomwor 1 Tehun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Cimahi
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Taiwun 2011 Nemor 114 Seri
D),
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tantang
Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2003 Noinor 39 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peratuian Daerah Kota Cimahi Nomeor 2 Tahun 2011
tentang Peiubahan /Atas Peraturan Dasrah Kota Cimahi
Nomor 8 Tahun 200& tentang Dinas Daerah Kota Cimahi
g.emhnran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri
)i
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Lembapa Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Peizinan
Terpadu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor
80 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8
Tahur 2003 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota
Cimahi Tahun 2011 Momor 116 Seri D);
Peraturan Caerahh Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008
tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008, Nomor 81 seri
L) sebagaiinana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota
Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Cacrah Kota Cimahi nomor 10 Tahun 2008
tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran
Daerah kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri D);
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008
tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008, Nomor 92
seni D),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG TATA KIRJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS! DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksuo dengan :
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Da:rah adalah Kota Cimatii.
Femerirtah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sepagai unsur
punysianggara Pemerintahan Daerah.
Walik.ota adalah Walikota Cimahi.
Porangkat Daerah Kota adalah urusan pemerintahan Walikota dalam
penyclengyaraan pemerintahan dasrah yanj terdiri dari Sekretariat Daerah,
sekrelatiat DPRD, Dinas Daerzn, Lembaya Teknis Daersh, Kecamatan dan
Kelurahan.
Baglan Huinas dan Protokol adalah Sagien Humas dan Protoko! Sekretariat Daerah
Kota Cimahi.
gapalhg gagian adalah Kepala Bagian Humas dan Protnkol Sekretariat Daerah Kota
irnahi
Iinfo'masi adalah keterargan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tenda yaiy
meangandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapal dilinat, didengar, dan dibaca yang disajiken dalam berbagai kemasan dan
fc'mat sesuai denyan perkembangan teknologi irformasi dan kemunikasi secara
elektronik ataupun nonelektronik
Informas: Publik adalah informasi yang diliasikan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/ntau diterinia oleh suatu Badan Publik yang berkailan dergan penyelenggara
can penyeienggaraan Negara dar'atau penyelenggara dan penyelenggaraan
Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Kelerbukaan Informasi Pub'ix serta informasi lain yang berkaitan dengan
Fepentingar publik.
Badan Publik adalah lembagja eksekutif isgislatif, yucikatif, dan badan lain yang
fungis dan tugas nokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, vang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisesi
nonpemerintah sepanje nyg sebagian atau se'unith wananya bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Angparan Pendapatan dan
delanja Daerah, sumbangan masyarakat, dar/atau luar nageri,
Pejabat Peigelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya aisebut PPID
adaiah pejabat vyang Dbertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan
beranggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada

Persturan ini.

BAB Il
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 2

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintan Daerah dan Dewan Perwakilan
Raxyat Daerah sebagai Badan Publik mataksanakan pengelolaan pelayanan informasi
dan dokumentasi.



BAB Il

AKSES INFORMASI DAN DOK!'JMENTASI
Pasal 3

(1) Informasi Publik di lingkungan Pamerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat
kotat dan terbatas.

(3) Informasi Publik di lingkungan Pemerinlahan Daerah harus diperclen Pemohon
Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses
Aangan mudan.

(4) Informasi Publik yang dikecualikar di lingkungan Pemeriatahan Daerah oersifat
rahasia sesua, dengan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan kepentingan
umum.

(8) Informrasi Publik yang clike cualikan didasari:an pada pengujian tentang kensekuensi
yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta sete'ah
dipertimbangkan cergan seksema bahws menutup Informasi Publik dapat
melindurigi kepentingan yany lebit, besar danpada membukanya atau sebaliknya

BAB IV
PEJAEAT PENGELCLA 'NFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 4

(1) Untuk mengelola peluyanar, informaci dan 4zkumentasi Ji lingkungan Pemerintah
Daerali, Walikota menetaokan PPIL.

(2) Untuk mengelola pelayaran informasi dan dokumentasi di lingkunpan Sekretarat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kcta Cimani, Ketua DPRD menetapkan PFID

(3) PPID sebagaimana dimakuud p=da ayat (1) dan ayat (2) melekat pada pejabat
struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.

(4) PFID bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah,

(5) Dalam mengelole pelavanan informasi dan dokumeatas: di lingkungan Pemerintah
Daerah sebagaimanz dimaksud pacu ayat (1), PPID dibantu cleh PPID Pembantu
/ang berada dilingkungan Sawan Kerja Perangka! Daerah dan/atau Pejahat
rungsionai,

Pasal 5

PPID tertugas :

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan
dokvmentasi dari PPIC Pembanty; _

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dzn inemberi pelayanan informas)

<epada publik;

melakukan verfikasi bahan informasi publik,

melakukan uji konsekuensi etas informasi yang dikscualikan,

melakukan pemutakhii an informasi dan cokumentasi;

menyeciakan informasi dan dokumentas! untuk diakses cleh masyarakat, +~

Mengklasifikasikan informasi car/atau pengubahannya di lingkungan Pemerintah

Kota Cimahi;

Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik,

Manetapkan pertimbangan teriu'is kepada Walikota melalui Sekretarls Dasrah.

= - Tl -




|*asal 6

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPID
barwianang :

8.

b

c

menolak memberikan informasi yang dikecualikan cesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan;

oerhak menclak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan
ketentuan perundang-uridangan;

meminta dan memperoiek informasi dar unit kerja/komponen/satuan kerja yang
menjadi cakupan kerjanya,

mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu
dan/atau Pe,abat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

menentukan atau menelapkan sua'v informasi dapat/tidaknya diakses cleh publik;
dan

menugaskari PPID Pembantu Zan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat,
mangympuikan, serta memelihara irformasi dan dokumentasi untuk kebutuhan
organisasi.

iPasal 7

PPID Pembantu bertuigas memban.u PPID melaksar.akan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & dan Paszl 6.

PPID Pembantu menyampaikan ‘nfurraasi dan dokumentasi kepada PPID secara
berkala dan sesuai kebutuhan,

Pasal 8

Calain rangka pela‘sansan pengkoordinasian pemberian pelayaran informasi
dengan PP!D Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerja
dan operasionalisasi tugas dan kewenangannya, PPID dibantu Srekretariat PPID,
Sekretariat PPID sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin sekretaris yang
d.tetapkan oleh Walikota.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

Tata kerja antara PPID dengan PPID Pemban‘u dan/atau Pejabat Fungsional
dalam rargka mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintahan tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Ketentuan lebih lanjut mangenai tata xerja antara FPPID dengan PPIGC Pambpaniu
cen/atau Pejabat Fungr onal serta Jangan sekretariat ?PID diatur olen PRID

FPID dapat melakukan rapat korsultasi untuk niembahas berbagal permasaiahan
menyangkut pengela'aan informasi publik di lingkungan Pamerintah kota Cimehi
Fihak-pihak yang diundang dalam rapat konsultansi tersebut ditentukan oieh PPID
casual dengan kebutuhan, denpgan ter'sbih dahulu maminta persetujuen Kepala
Dasrah,




BAB VI

KETENTJAMN PENUTUP
Pasal 10

‘eraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

«gar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Meraturan
Valikota ini dengan penempatannya dalam Berila Daerah

Citetapkan di  Cimabhi
pada tanggal 2 februar; 2o

WALIKOTA CIMAHI,

rasacent

’|L ITOC TOCHIJA




AMPIRAHN 1 : PERATURAN WALIEKOTA ClMAHI
NOMOR : & Talun 200
TANGGAL : 2 Peprvari 2sj)
TENTANG : TATAKERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
CIMAHI

TATA KERJA

HUBUMGAN ANTARA PPID DENGAN PPID PEMBANTU
DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

S g g PTUIN/PN dan MA
—q________i-;-

b e 2 KOMISI INFORMASI ‘
et o IO o s oo

\WALIKOTA |
ATASAN PPID dan GKPD

e _ ;

| T TORRSTR R S et ,
| 1. Mencatat identitas ' . Ty
| pemohon,subyek 4 format PiD PEMBANTU
. informasi publik jang dimohon | (SKPD.SKPD)
2 Nemben tanda terima. —— ; : .
3. Mamberitahukar, adanya Kiasiiikasi Informasi

permohonan info kpd Badan RS Publik

Fublik ybs. o
4. Menyampaikan pembeiitahuan

dari Badan Publik kepada

pamohon info diterima/ditolzk

1. Waijib disediakan dan
di umumkan secara ||
berkala i

2. Wajib diumumkan i |
secara serta merta |

ssadialiiollondd i : 3. Wajib tersedia setiap
| ' saat
! 4. Yang dikecualikan
4 ; 5, Diperoleh berdasarkan
- 2 permirtaan
_”*[ PEMUHON dan PENGGUNA INFORMASI PUBL'K |
e J ’

KETERANGAN
Keordinasi p

e P

Faermohonan di_l:c.abult{an
Permohcinan di tolak

Permohcnan keberatan/guoatan/kaszsi
—_— o —  E— -

WALIKOTA CIMAHI,

— — e

ITOC TOCHIJA




LAMFIRAN 2 : FEHA.TUHAH WALIIFOTA CIMAHI
NOMOR : 4 1whun 201
TANGGAL L Pepevarh 2oy
TENTANG : TATAKERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN  DOKUMENTASI DI  LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOT#. CIMAHI

FORMULIR PELAYANAN INFORMASI DAN COKUMENTASI

Faca hariini ..............tanggal ... bulan ... tahun ........ pukul
. WIB, di ................... yang bertanda tangan di bawah ini:
I |dentitas Pemohion
4. Nama '
b. Alamat

C. No laipfl‘axﬁamali
d. Desafkelurahan

e. Kecamatan

f. Kabupaten/Knta

g. Propinsi

Il |dentitas penerima :
a. [ama
b. Alamat tantor
c. Jabatan

il Jenis Infarmasi dan anum&ntaal yeing diperiukan:
a. Tema AT T A ey
b. Uraian/Spesifikasi

Penerima permohonan, Pemohaon
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